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ABSTRAK 

Reduksi Wilayah Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak 

Mewaris 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio diecidiendi reduksi wilayah 

jabatan Notaris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris menurut putusan 

Mahkamah Agung Nomor 29/P/HUM/2022, dan menganalisis kewenangan 

Notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris paska putusan Mahkamah 

Agung Nomor 29/P/HUM/2022 dengan mendasarkan pada pasal 15 dan pasal 18 

UUJN. Tipe penelitian ini ialah doktrinal atau normatif. Penelitian ini 

menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan 

konseptual. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Analisis bahan hukum meliputipi analisis deskriptif dan interpretatif. Hasil 

analisis menyatakan 1) Mahkamah Agung seharusnya melihat bahwa Pasal 18 (2) 

UUJN sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Hakim juga 

perlu lebih mendalami dampak peraturan tersebut terhadap hak konstitusional 

Pemohon, terutama dalam hal proses pewarisan bagi ahli waris di luar negeri, 

yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kesulitan. 2) Pasca Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 29/P/HUM/2022, notaris tetap berwenang untuk 

membuat keterangan waris, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/2021. Berdasarkan 

Pasal 15 dan Pasal 18 UUJN, notaris memiliki kewenangan umum untuk 

membuat akta autentik, termasuk AKHM, dan diwajibkan untuk bertindak 

independen, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan. 

Kata Kunci: akta keterangan hak mewaris, ratio diecidiendi, reduksi wilayah 

jabatan Notaris  



 

ABSTRACT 

Reduction of Notary's Territorial Office in Making Deeds of Inheritance Rights  

 

This study aims to analyze the ratio diecidiendi reduction of Notary's territorial 

office in making deeds of inheritance rights according to the Supreme Court 

decision Number 29/P/HUM/2022, and to analyze the authority of Notaries in 

making deeds of inheritance rights after the Supreme Court decision Number 

29/P/HUM/2022 based on Article 15 and Article 18 of the UUJN. This type of 

research is doctrinal or normative. This study uses two approaches, namely the 

statutory and conceptual approaches. Legal materials include primary, secondary, 

and tertiary legal materials. Analysis of legal materials includes descriptive and 

interpretative analysis. The results of the analysis state that 1) The Supreme Court 

should see that Article 18 (2) of the Notary Law is very clear and does not require 

additional interpretation. Judges also need to further explore the impact of these 

regulations on the Applicant's constitutional rights, especially in terms of the 

inheritance process for heirs abroad, which can cause ambiguity and difficulties. 

2) After the Supreme Court Decision Number 29/P/HUM/2022, notaries are still 

authorized to make inheritance statements, but this authority is limited by the 

provisions stipulated in Article 111 paragraph (1) letter c number 5 of the 

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the 

National Land Agency Number 16/2021. Based on Article 15 and Article 18 of 

the UUJN, notaries have general authority to make authentic deeds, including 

AKHM, and are required to act independently, impartially, and maintain 

confidentiality. 

Keywords: inheritance certificate, ratio diecidiendi, reduction of the notary's 

area of office 
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